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1.

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor S55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemetintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6827);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
215);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun
2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2022 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 17
Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 3);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

&

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran
atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya.

Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang mengusulkan dan melaksanakan penggunaan Belanja
Tidak Terduga yang telah ditetapkan.

Barang Milik Daerah atau yang disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Badan Layanan Umum Daerah atau yang disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya.
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Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi
Pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang disingkat PNSD
adalah tunjangan bagi guru yang melaksanakan tugas di
daerah khusus sebagai tenaga profesional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerh yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di
Provinsi/Kabupaten /Kota di Indonesia.

Kepala Daerah atau yang disingkat KDH dan Wakil Kepala
Daerah atau yang disingkat WKDH.

Pajak Penghasilan atau yang disingkat PPh adalah pajak
yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun
pajak.

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau yang disingkat
Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk
membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan
pembelajaran dengan lebih optimal.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 semula  sebesar Rp. 1.318.334.382.207,00 (satu
triliun tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh
empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus
tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp. 107.895.178.910,00
(seratus tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta
seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh
rupiah) sehingga menjadi Rpl1.426.229.561.117,00 (satu
triliun empat ratus dua puluh enam miliar dua ratus dua
puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu
seratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. pendapatan daerah

1) semula Rp. 1.276.334.382.207,00 (satu triliun dua
ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh
empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua
ratus tujuh rupiah);

2) bertambah Rp. 25.263.477.276,00 (dua puluh lima
miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus
tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam
rupiah).
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Jumlah  pendapatan daerah  setelah  perubahan
Rp 1.301.597.859.483,00 (satu triliun tiga ratus satu
miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan
ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan
puluh tiga rupiah).

belanja daerah

1) semula Rp. 1.315.834.382.207,00 (satu triliun tiga
ratus lima belas miliar delapan ratus tiga puluh
empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua
ratus tujuh rupiah);

2) bertambah Rp. 107.895.178.910,00 (seratus tujuh
miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta
seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus
sepuluh rupiah).

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp1.423.729.561.117,00 (satu triliun empat ratus dua

puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta

lima ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh belas
rupiah).

pembiayaan daerah
1) penerimaan pembiayaan

a) semula Rp. 42.000.000.000,00 (empat puluh dua
miliar rupiah);

b) bertambah Rp. 82.631.701.634,00 (delapan
puluh dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta
tujuh ratus satu ribu enam ratus tiga puluh
empat rupiah).

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp.124.631.701.634,00 (seratus dua puluh empat

miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus

satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
2) pengeluaran pembiayaan

a) semula Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah);

b) tetap Rp.0,00 (nol rupiah).

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah).

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan
Rp.122.131.701.634,00 (seratus dua puluh dua miliar
seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus satu ribu enam
ratus tiga puluh empat rupiah).
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Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 3
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiranl : Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi ~ Menurut  Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,;
b. LampiranIl : Penjabaran APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, organisasi,
Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

c. LampiranIll : Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah;

d. LampiranIV : Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;

e. LampiranV : Daftar Nama Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan bersifat

khusus;

f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran belanja bagi
hasil;

g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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h. LampiranVIIl : Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas
Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi*) Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan  Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
dan

j- Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/ Kota pada
Daerah Perbatasan Dalam Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasal 4
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
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Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN
Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 24 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

0

IRSAIAY RDA
Pembina IV/a
NIP. 19810728 200212 2 002
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